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DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDON‘ESIA.

PIAGAM MADRASANI
No. Ag/.{/.!lq@ 4/78

@%
Ates-nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kentor %%
Wilayah Departemen Agama Propinsi Kalimantan Selatan, memberikan piagam terdaftar g%,
%
,‘§

kepads madrasah :

.Nama . ?&6 Takwrn jaméu

2Alamat, Jalan : 7a.m5u- .Euru nq 3
Desa : 74”““ .3“1‘“ '!9
Kecamatan ;. . °—4£‘+A - Aluh 7 @§
Kabupaten Pa ",7'4 r ' §

Propinsi : KALIMANTAN SELATAN.

'gg 3. Didirikan pada . 18 oﬂguotus 1965 "‘i

Oleh : ?"ﬂ‘:t‘“ @}

sehingga kepada madrasah yang bersangkutan diberi hak menurut hukum untuk me- @9}
nyelenggarakan pendidiken dan pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian =my
%§

Banjarmasin, 3 :Zanua.f't IQZQ @§
a.n. Kepala Kantor Wilayah Depcnemen
Agama Propinsi Kalimantan ‘Salatan, @
apala Bldlng Pendidikan
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persamaan madrasah negeri .-
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Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN MENTERT AGAMA REPUBLIK TNDONESIA

NOMOR LO7 TAHUN 1997
TENTANG g
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH
MENTERT AGAMA REPUBLIK TINDONESIA

: bahwa dalam rangka memmiang pemhangunan nasional di

bidanag pendidikan, dipandang parlu melaksanakan psmhukaan
dan penegerian Madrasah untul: dapat dijadiken sehagai
modal, motivasi, dan pembhina Madrasah Swasta di sakitar
nya,

= 1. Undang-Undang Republik Indonesia Momor ? Tahun 19109

tentang Sistem Pendidikan Masional;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Homor 2R Tahun
19900 tentang Pendidikan Dasar;

3; Paraturan Pemerintah Republik Indonesia Homor 29 Tahun
1990 tentang Pendidikan Menenaah;

-

. "Keputusan Presiden Republik Indonesia Homor 44 Tahun
1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;

. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun
1984 tentang Susunhan Oraganisasi Departemen rdengan
sagala parubahannya tarakhir dengan Keputusan Praesiden
Republik Indonesia Momor 76 Tahun 1996;

>

6. Keputusan Menteri Aaama, Menteri Pendidikan tlan Kebu
dayaan dan Menteri Dalam Negeri MNomor & Tahun 1975,
Nomor 03/U/1975 dan  Momor 36 Talhun 1975 tentang
Peningkatan Muty Pendidikan pada Madrasah;

7. Keputusan Menteri Agama MNomor 18 Tahun 1875 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama
yang telah diubah dan disempurnakan tarakhir dengan
Keputusan Menteri Agama MNomor 75 Tahun 19A4;

B. Keputusan Mentari Agama HMNomor 45 Tahun 1881 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen
Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/-
Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai
Teknis Keagamaan Departemen Agama;




Memperhat ikan

Manetapkan

Perlama

Kadiin

Ketiga

Keempat

Kelima

Keanam

q. Keptitusat Menteri Agama Homor 15 Tahun 1978 tentang
susunan Organisasi dan Iata Kerja Madrasah Ibtidaiyah
Negeari;

10. Keputusan Menteri Agama HNomor 16 Tahun 1978 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah
Negeri; 3

11, Keputusan Menteri Agama Homor 17 Tahun 1878 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah
Negeri.

: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Hegara

dengan Surat Nomor : B-112/1/1897 tanggal 29 Januari 1997.

MEMUTUSKAN

: KEPUTUSAN MENTERT AGAMA REPURLIK TNDONESIA TENTANG PEMBLI-

KAAN DAN PENEGERTAN MADRASAI.

! Membuka dan menegerikan madrasah  sebagaimana  tercantum

dalam 1ampiran | dan 11 Keputusan ini.

: Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, «dan 1ala

kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan
Pasal | sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Aaama
Momor 15 Tahun 1978,

.
. Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tala

kerja Madrasah l1sanawiyah MNegeri diatur sesuai ketentuan
Pasal | sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menleri Agama
Nomor 16 Tahun 1978,

: Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, «an lala

ker ia Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentian Pasal
I aampni dongnn Pasnl 9 Eopulusan Menteri Agoma teava 17
Iahun 1970,

: Ketentuan lIehih lanjut yang diperlukan bagi pelalsanann

Keptitusan  ini  diatur oleh Direktur .Jenderal FPemhinaan
Kelembagaan Agama 1slam.

: Rejak barlakunya Keputusan ini jumlah Madyasah 1htidaiyah

Negeri bertambah dari 1025 (saribu dua puloh 1ima) manjardi
1435 (seribu empat ratus tiga puluh 1ima) madrasab, Hardiea
=ah T=anawiyah Negeri bertambnh dari 053 (rdelapan ralus
lima puluh tiga) menjadi 1141 (seribu seratus empat puloh
satu) madrasah, dan Madrasah Aliyah MNegeri hertambah dari
457 (empa! ratus lima puluh tujuh) menjadi 554 (1ima ratus
lima puluh empat) madrasah.




Ketujuh : Kepuutusan ini mulal berlaku pada tanggal ditetapkan.
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10.
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12.
13.

14.
15.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Maret 1997

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Meriko Kdsra;
Ketua Badan Pomeriksa Reuangan;

Menter{ Pendidikan 8an Kebudayaan RI;

Menter{ Dalam Negeri RI;

Menteri Keuangan RI;

Komisi IX DPR RI;«

Ditjen Anggaran Departemen Keuangan RI;

Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan
Haji/Irjen/Kabal{itbang Agama/Staf Ahl1i Menteri Agama;

Para Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia;

Para Kepala Biro/Direktur di 1ingkungan Ditjen Binbaga
Islam/Inspektur/Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga
Isiam/Kapusdikliat Pegawai;

Para Kepala Knntor Wilayah Departemen Agama Propinsi/
Setingkat di seluruh Indonesia;

Para Kepala Knntor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya di
saluruh Indonnsia;

Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di saluruh Indonesia;
Biro Hukum dan Humas Departemen Agama untuk dokumentasi;
Yang bersangkutan untuk diketahui.
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